
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR I TAHUN 2024

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat l2l huruf e dan huruf f dan Pasal 110 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai
kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat dan menetapkan kebijakan pengelolaan
APBD;

b. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Gubemur Papua
Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 dan terdapat keperluan
mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Pengeluaran Kas mendahului Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pengeluaran
Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24;

Mengingat l. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 29O7);

3. Undang-Undang....... I 2
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3. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Ta}rrun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembarar Negara Republik Indonesia
Tahun 202 I Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234). sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 I 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 lentang Hubungan
Keualgan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen 1.g:araarl Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan......./ 3
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9. Peraturan Pemerintah omor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
68a71;

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1 1. Peratural Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 673O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 202 1 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatar Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukal Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasillkasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunal dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrsn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:......./4
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MEMUTUST(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAI! UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintahan Daerah ada.lah penyelenggaraan urusan pemerintatran oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakJrat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahal Daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan ha-k dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yarrg masuk ke kas Daerah.

9. Pengeluaran Kas adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpalan uang Daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

13. Surat....../5
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13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

15, Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban
APBD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pengeluaran Kas Mendahului
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24
dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 3

(1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

(21 Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja yang bersifat mengikat dan belanj a yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan / atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/ atau masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELUARAN KAS

Pasal 4

( 1) Belanja 5zang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus
dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun €rnggaran berkenaan,
seperti:

a. belanja...../6
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a belanja pegawai:
l. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil termasuk tambahan penghasilannya;
2. gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

belanja barang dan jasa:
belanja penyediaan jasa komunikasi;
belanja penyediaan sumber daya air;
belanja penyediaan sumber daya listrik;
belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
belanja penyediaan jasa pengamanan kantor;
belanja penyediaan jasa tenaga harian lepas;
belanja jasa pemeliharaan rutin berkala;
belanja penyediaan makan minum rapat/tamu;
belanja jasa sewa gedung;
belanja jasa sewa mobil.

c. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan yang harus segera
dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan
prioritas daerah.

(21 Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21

huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsung€rn pemenuhan
p€ndanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf c antara lain penanganan gangguan keamanan.

(4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagr Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d antara lain :

a. kegiatan pemerintah daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan
mengganggung pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi
kinerja Pemerintahan Daerah; dan/atau

b. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap
bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas dari perkiraan
APBD tahun atggaran 2024.

l2l Pengeluaran sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat dilampaui
apabila terdapat antara lain :

a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau

b. keadaan ..../7
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Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan
Dana Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p€ngundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Januari2024

ry. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

zuBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 Jaruari2024

ry. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUATENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
PIh. KEPALA BIRO HUKUM

ELI{Y YUSUF LALLO, SH
NtP. 19721020 2003t2 2 006

b

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan
Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi
perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.


